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Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 39 TAHUN
2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Menimbang : a.

Mengingat

o 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kudus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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10.

11.

13.

14.

15.

16.

17,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
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Menetapkan :

18,

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan — Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita
Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 32);

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus ( Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS.

Pasal |

Ketentuan Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati
Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut :



'
wn
'

1. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk
barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional
Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang
berupa:

a. barang atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam rangka kegiatan operasional
Pemerintah Daerah,;

b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam proses produksi;

c. barang dalam proses produksi  yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat;

d. barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan Pemerintah Daerah.

B. KLASIFIKASI
Persediaan antara lain terdiri dari:
1. Barang Pakai Habis;

2. Barang Tak Pakai Habis; dan
3. Barang Bekas Pakai.

C. PENGAKUAN
1. Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan persediaan digunakan pendekatan
beban, sehingga setiap pembelian persediaan akan
langsung dicatat sebagai beban persediaan.
Setelah Persediaan akhir diketahui baru dilakukan
penyesuaian untuk mengakui jumlah persediaan.
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PENGUKURAN

L.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian;

b. Biaya standar apabila diperoleh  dengan
memproduksi sendiri;

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara
lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi  harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang sccara
langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya
yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar
aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi
wajar. Persediaan hewan/ternak dan tanaman
yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak
dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang
sifatnya continues dan membutuhkan kontrol
yang besar, seperti obat-obatan. Dengan
metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap
ada persediaan yang masuk dan Kkeluar,
sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-
update.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang
penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat
Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini,
pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi
penambahan, sehingga tidak meng-update
jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan stock opname
pada akhir periode.

Persediaan yang dicatat menggunakan metode
perpetual dinilai dengan metode FIFO (First In
First Out). Harga pokok dari barang-barang yang
pertama kali dibeli akan menjadi harga barang
yang digunakan/dijual pertama kali. Sedangkan
persediaan yang dicatat menggunakan metode
periodik dinilai berdasarkan harga pembelian
terakhir.



E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

) 8

Persediaan  disajikan  dalam  Neraca dan
Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan
keuangan berkaitan dengan persediaan adalah
sebagai berikut:

a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
pengukuran persediaan;

b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti
barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam pelayanan masyarakat, barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat,

c. kondisi persediaan.

2. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

1.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah
untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam
mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke
masyarakat.

B. KLASIFIKASI
Aset Tetap terdiri dari:

1.

Tanah

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam  kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi
siap dipakai;

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap
pakai;
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3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung
dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah  daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah

daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini
mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Merupakan bagian dari satu sistem atau

jaringan;

b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain
penggunaannya;

c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d. Terdapat batasan-batasan untuk

pelepasannya.

S. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap

lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap
Renovasi.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan namun
pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya.  Konstruksi Dalam  Pengerjaan
mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset
Tetap lainnya, yang proses perolehannya
dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai.

C. PENGAKUAN

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat dengan
manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur handal.



2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus

dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan; dan

f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau
pengeluaran untuk pembelian barang tersebut
memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang telah ditetapkan.

3. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap

telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat
penguasaannya berpindah.

D. PENGUKURAN

1.
2.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu
entitas, biaya perolehan aset tetap yang
digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca
awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya
setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset
tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya
perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan
tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga
belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor
dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja
untuk penggunaan yang dimaksudkan.
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Perolehan  dapat  diarakan

Komponen Hiaya Perolehan

harga  perolehan atau bhiaya
pembebasan tanah,  biava
vang dikeluarkan dalam
rangka memperoleh hak, buaya

pematangan, pengukuran,

penunbunan, dil.

pembelian, binya
pengangkutan, aya instalasi,
serta biava langsung lainnya
untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampal
peralatan dan mesin tersebut

siap digunakan

Gedung dan

Bangunan

harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan
pajak

Jalan, Jaringan,

& Instalasi

biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biaya
lain vang dikeluarkan sampal
jalan, jaringan, dan instalasi
tersebut siap pakai

Aset Tetap seluruh biaya yang
; dikeluarkan untuk

Lamnya
: memperoleh  asel tersebut

sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap

Lainnya yang diperoleh
melalui  kontrak  meliputi
pengeluaran nilai  kontrak,
biayaperencanaan dan
pengawasan, pajak, serta

biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap
Lainnya yang diadakan
melalui swakelola, misalnya
untuk Aset Tetap Renovasi,
meliputi biaya langsung dan
tidak langsung, yang terdiri
dari biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, pajak, dan
jasa konsultan




0.

10.

11.

12.

13.

14.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat‘
dikapitalisasi ~ sepanjang  nilainya memenuhi
batasan capitalization threshold.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya
bukan merupakan suatu komponen biaya aset
tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan  secara langsung pada biayg
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan
dari harga pembelian.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi
untuk  diakui sebagai suatu aset dan
dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap
yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa
Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap
bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas
Akuntansi yang melakukan pengelolaan
(perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap
tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan
penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan
(perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh satu
Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset tetap akibat dari perjanjian Kkerja sama
dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan
fasilitas umum (fasos/fasum), diakui setelah
adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau
diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos
fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang
tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST).
Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam
BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai
wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
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15. Suatu aset tetap dapat diperoleh  melalui

16.

17.

18.

19.

pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap
yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari
pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar
aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai
tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan

dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui
pertukaran atas suatu aset yang serupa yang
memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat
dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan
aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak
ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount)
atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat
memberikan bukti adanya suatu pengurangan
(impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam
kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus
diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai
setelah diturun-nilai-bukukan (written down)
tersebut merupakan nilai aset yang diterima.
Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa
termasuk pertukaran bangunan dan mesin.
Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran,
misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan
bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)
harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai
transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke
suatu entitas, misalnya perusahaan
nonpemerintah memberikan bangunan yang
dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit
pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun.
Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal
bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya
akta hibah.
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20. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan

21.

22,

23.

aset tetap tersebut dihubungkan dengan
kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.
Sebagai contoh, satu perusahaan swasta
membangun aset tetap untuk pemerintah daerah
dengan  persyaratan  kewajibannya  kepada
pemerintah daerah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan
seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut
diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset
tetap (subsequent expenditures) adalah
pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal
suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang
dapat berakibat memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomi di masa vang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi)
pada aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau
pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika
memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang
dipelihara:
1) bertambah ekonomis/efisien;
2) bertambah umur ekonomis;
3) bertambah volume; dan/atau
4) bertambah kapasitas produksi.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas
pemeliharaan aset tetap tersebut
material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang ditetapkan (capitalization
thresholds).

c. Tidak termasuk dalam pengertian
memperpanjang masa manfaat atau memberi
manfaat ekonomik dimasa datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja
adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan
yang merupakan pemeliharaan
rutin/berkala/terjadwal atau yang
dimaksudkan hanya untuk mempertahankan
aset tetap tersebut agar berfungsi
baik/normal, atau hanya wuntuk sekedar
memperindah atau mempercantik suatu aset
tetap.
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24. Batasan minimal  kapitalisasi aset  tetap
(capitalization ~ thresholds) ditetapkan sebagal
berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan
catatan belanja modal yang jumlahnya dibawah
Rp.500.000,00 tetap dicatat dalam daftar/buku
inventaris secara terpisah;

b. Pengukuran nilai satuan minimum
Pengeluaran perolehan yang dapat
dikapitalisasi untuk gedung dan bangunan,
adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap
dikecualikan terhadap pengeluaran untuk
tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa buku dan perpustakaan;
barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
hewan/ternak dan tanaman.

25. Sesuai dengan ketentuan, pembayaran termin
terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah
jadi dari pihak ketiga, dapat dilakukan melalui
dua (2) cara yaitu:

a. Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan
puluh lima persen) dari nilai kontrak,
sedangkan yang 5 % (lima persen) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan; dan

b. Pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus
persen) dari nilai kontrak dan penyedia
barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank
sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak
yang diterbitkan oleh Bank Umum atau
perusahaan  asuransi yang mempunyai
program asuransi kerugian (surety bond) dan
direasuransikan sesuai dengan ketentuan
Menteri Keuangan.

Penahanan pembayaran senilai S % (lima
persen) dari nilai kontrak harus diakui sebagai
utang retensi, sedangkan jaminan bank untuk
pemeliharaan  harus diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

[}L //\)V



[V}

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk
masing-masing jenis aset tetap sebagai benikut:

a. Dasar penilalan yang digunakan untuk
menentukan nilai tercatat (carrying amount),

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan
akhir periode yang menunjukkan

1) penambahan;
2) pelepasan,

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai,
jika ada; dan

4) mutasi aset tetap lainnya.
Informasi penyusutan, meliputi:
a. Nilai penyusutan;
b. Metode penyusutan yang digunakan;

¢. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang
digunakan; dan

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
pada awal dan akhir periode.

Hal-hal yang perlu diperhatikan  dalam
pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk
keperluan operasional pemerintah daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus
disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya;

b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap
melebihi dan atau melewati satu periode tahun
anggaran, maka aset tetap yang belum selesai
tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai
konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan
aset tersebut selesai dan siap dipakai;

c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset
tetap yang memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, dan memenuhi
nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan

aset bersejarah (heritage assets) di neraca
namun aset tersebut harus diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan;

i,
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e¢. Beberapa aset bersejarah juga memberikan
potensi manfaat lainnya kepada pemerintah
daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh
bangunan bersejarah digunakan untuk ruang
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset 1ni
akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama
seperti aset tetap lainnya;

f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan
atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan,

g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomik masa yang akan datang.
Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada
tanggal transaksi yang tertera pada dokumen
bukti pendukung;

h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah daerah tidak memenubhi
definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
(carrying amount);

i, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya
perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi
yang memungkinkan penilaian kembali, maka
aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian
pada masing-masing akun aset tetap dan akun
ekuitas.

F. PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya
perolehan aset tetap yang dialokasikan ke
penyusutan sejak aset tetap tersebut diperoleh.
Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan
akun kontra aset tetap terkait.

Aset yang dilakukan penyusutan meliputi :
a. Gedung dan Bangunan;
b. Peralatan dan Mesin; dan

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
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Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
a. Tanah;

b. Aset Tetap Lainnya;

(@]

Konstruksi Dalam Pengerjaan.

d. Aset tetap dalam renovasi;

(3]

dan

{. Aset tetap vang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber yang sah.

Aset tetap vang kondisinya rusak berat/usang
direklasifikasi ke dalam sub rincian obyek aset

rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
sumber yang sah direklasifikasi ke dalam rincian
Obyek Aset Lain-Lain Lainnya pada kelompok Aset

Lainnya

Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan

rumus sebagai berikut :

Asel tetap dalam kondisi rusak berat/usang,

periode Masa Manfaat

8.

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan per periode merupakan nilai
penyusutan untuk aset tetap suatu periode

yang dihitung pada akhir tahun;

b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai
buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap
yang diperoleh sampai dengan 31 Desember
2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah
31 Desember 2014 menggunakan nilai

perolehan; dan

pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana

terlihat pada tabel di bawah ini:

Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap
yang diharapkan digunakan untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau
jumlah produksi atau unit serupa yang
diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas

Penyusutan per ~ Nilai yang dapat disusutkan

|

|
\
]

1]3] [ | ASETTETAP

Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat ’

{ v

-

|

_| (Tahun) |

|
S - o
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]r Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
| (Tahun) |
173]2]01 Alat Besar | Darat I
1|3 1202 Alat Besar Apung 8
1132 03| Alat Bantu I 7 ]
13204 Alat Angkutan Darat Bermotor | 7
113|205 Alat Angkutan Daramgirggm'r_ 2
13| 2]06|Alat Angkutan Apung Bermotor 1o
1]3|2 07| Alat Angkutan Apung Tak 3
Bermotor o |
1/3|2 08 Alat Angkutan Bermotor_@r_aﬂ,;_g_()___“
1132 09| Alat Bengkel Bermesin 10
13 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin HE |
13211 Alat Ukur - 5
113] 212 Alat Pengolahan | 4
1/3|2]13] Alat Kantor S
131|214 | Alat Rumah Tangga 5
1|32 15| Meja dan Kursi Kerja/Rapat 5
Pejabat
1,3|2] 16 Alat Studio S
113[2]17 | Alat Komunikasi S
13| 2|18 Peralatan Pemancar 10
1312119 Peralatan Komunikasi Navigasi 15
113220 Alat Kedokteran 5 |
131|221 Alat Kesehatan Umum S
1!3]2 22 Unit Alat Laboratorium 8 B
132123/ Unit Alat Laboratorium Kimia [ 15 ‘
Nuklir |
3| 2|24 | Alat Peraga Praktek Sekolah ] J
3|2 25| Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 15 ‘
Elektronika
1|3 12|26 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10
Lingkungan
1| 3|2 27 | Radiation Aplication and Non 10
Destructive Testing Laboratory
(BATAM)
113|228 Alat Laboratorium Lingkungan 7
Hidup 1
1|3!2 |29 | Peralatan Laboratorium 5 Jl
!1 Hydrodinamica J }
1137230/ Alat Laboratorium Standarisasi 10 L
[ Kalibrasi dan Instrumentasi \ |
1]3]2]31] Senjata Api 10 J

0,
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J - Masa |
Kodifikasi Uraian - Manfaat |
- (Tahun) |
13232 Persenjataan Non Senjata Api 3 |
13233 Senjata Sinar S |
1|3 234 Alat Khusus Kepolisian 4 :
1|3 2|35 Komputer Unit | 4
1 3/2/36 Peralatan Komputer I .
1|32 37 Alat Eksplorasi Topografi S
rl 3 2 38| Alat Eksplorasi Geofisika 10 |
| 1/3|2 |39 Alat Pengeboran Mesin 10 B
1|3|2|40 Alat Pengeboran Non Mesin 10 4
1/3|2|41 | Sumur 10
132 |42 Produksi 10
1|3 |2 |43 | Pengolahan dan Pemurnian | 15 i
1|3| 2|44 Alat Bantu Eksplorasi 10
113|245 Alat Bantu Produksi 10
1|3 |2 46| Alat Deteksi S |
1[3]247] Alat Pelindung 5
1/3|2 48 Alat SAR 5 \
1|3 ]2 |49 | Alar Kerja Penerbangan 10 t
1|3 12|50 Alat Peraga Pelatihan dan .10
Percontohan
1!/ 3|2(51 | Unit Peralatan Proses/Produksi 8 |
113|252 | Rambu-rambu Lalu Lintas Darat | 5 ;
1|13 |253| Rambu-rambu Lalu Lintas Udara | 5 i
132 54 | Rambu-rambu Lalu Lintas Laut | 15 |
1|3 2/55] Peralatan Olah Raga 5 ?
1133 Gedung dan Bangunan :
1 3|3 01/Bangunan Gedung Tempat Kerja = 50 ‘
1|3|3|02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | S0 |
1|3|3|03| Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 !
1|3|3|04 Bangunan Menara Perambuan J 40 ‘
1|3|3 05| Tugu/Tanda Batas . 50 1
1134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan \
113|401 |Jalan 10
1134 02|Jembatan . 50
13| 4|03 |Bangunan Air Irigasi . 50
1|3 |4 |04 | Bangunan Pengairan Pasang Surut| 50
1|3 |4 05| Bangunan Pengembangan Rawa 25 T
dan Polder |
1|3 |4 |06 | Bangunan Pengaman 10 ]
Sungai/Pantai dan ‘
| Penanggulangan Bencana Alam

1
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_—_—“—WTMasa ]
Kodifikasi Uraian | Manfaat
(Tahun)
113 4‘|(-)_7J Bangunar?i’g;l‘g"ednszr{gan Sumber | 30 1
) | Air dan Air Tanah | ﬂ
13 4 08 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40
11314 09 Bangunan Air Kotor | 40
113 4|10 Instalasi Air Bersih/Air Baku | 30 |
1/3/4 |11 Instalasi Air Kotor 180
13412 Instalasi Pengolahan Sampah Hio__f_v_i
13| 4| 13| Instalasi Pengolahan Bahan 10 ‘
Bangunan ] |
113|414 Instalasi Pembangkit Listrik | _19_,_1
131|415 Instalasi Gardu Listrik 40 N
1/3|4/ 16  Instalasi Pertahanan 13
1|3|4 |17 | Instalasi Gas 180
13 4 18  Instalasi Pengaman 20
1|34/ 19 Instalasi Lain s
1 31420 Jaringan_{\i;_l\iinumv |30
13421 Jaringan Listrik | 40 |
1|3 4|22 Jaringan Telepon 20 |
1|3 4|23 Jaringan Gas 30

9. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset
Lainnya dalam neraca berupa Aset Idle
disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

10. Penambahan masa manfaat aset tetap Kkarena
adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa
overhaul dan renovasi disajikan pada tabel
berikut:

Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan

URAIAN JENIS dari Nilai Masa

Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat Besar
Alat Besar Darat Quverhaul | >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Alat Besar Apung | Overhaul | >0% s.d. 30% 1
| | >30% s.d 45% |
| >45% s.d 65% 4 l
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1 | Persentase |
. Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
| Perolchan Manfaat
(Diluar (Tahun)
L Penyusutan)
Alat Bantu Overhaul | >0% s.d. 30% 1
- >30% s.d 45% 2
>45% ‘:d ()500 ol
Alat Angkutan | _ , ,
Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Darat Bermotor
] B >25% s.d50% | 2
] B 550%s.d 75% | 3
- 7% 5.d.100% 4
Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25% 0
Darat Tak
Bermotor B N N S—
>25%sd50% | 1
>50%s.d75% | 1
347‘5_%’. S. Q‘_l QQ:._/‘_’... — 1
Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Apung Bermotor I R
o >25%sdS50% | 3
>50% s.d 75% 4
" T Towsdl00% 6|
Alat Angkutan Renovasi | >0% s.d. 25% 1
Apung Tak
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d.25% | 3
Bermotor Udara
>25%5d50% | 6
>50% s.d 75% 9 \
i >75% s.d.100% 12 }
Alat Bengkel dan { I }\ N "]
Alat Ukur | ‘
Alat Bengkel Overhaul | >0% s.d. 25% “_Vif_'_\
Bermesin

| >25%s.d 50% |




Persentase T |
Renovasi/Resto | Penamb |
rasi/Overhaul ahan |
URAIAN JENIS dari Nilai Masa |
Perolehan Manfaat l
(Diluar (Tahun) |
Penyusutan) | B
>50%sd75% | 3 |
>75% s.d.100% 4
I B
Alat Bengkel Tak | Renovasi =~ >0% s.d. 25% J
ber Mesin I | ]
>25% S.d 50% |
>50%sd75% | 1 |
>75% s.d.100% 1
Alat Ukur Overhaul | >0% s.d. 25% 1 |
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Pertanian B
Alat Pengolahan Overhaul | >0% s.d. 20% 1
>21% s.d 40% 2
>51% s.d 75% 5
Alat Kantor dan >0% s.d. 25% 0
Rumah Tangga
Alat Kantor Overhaul | >25% s.d S0% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Rumah Overhaul | >0% s.d. 25% 0
Tangga
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Studio, Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Komunikasi dan 1
Pemancar r
Alat Studio >25% s.d 50% 1 ‘
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Komunikasi Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

=
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Persentasc

Renovasi/ Rcsto Penamb |

rasi/Overhaul l ahan :
URAIAN JENIS dari Nilai Masa |
Perolechan | Manfaat (
(Dilvar | (Tahun) |
 Penyusutan) |
Peralatan “Overhaul | >0% s.d. 25% i 2 |
Pemancar | . S |
>25%s.d50% | 3
>50% s.d 75% 4 |
>75% s_..q._lgg"_/g,#_s___u
Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Komunikasi
Navigasi
525% s.d50% | 5 |
B >50% s.d 75% 7
>75% 5.d.100% 9
?
Alat Kedokteran |
dan Kesehatan
Alat Kedokteran Overhaul | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Kesehatan QOverhaul | >0% s.d. 25% 0
Umum
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2 1
| >75% s.d.100% 3 |
|
Alat laboratorium
Unit Alat Overhaul | >0% s.d. 25% 2
laboratorium
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 4
Unit Alat Overhaul | >0% s.d. 25% 3
laboratorium
Kimia Nuklir
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7 |
>75% s.d.100% 8 i
Alat Laboratorium | Querhaul . >0% s.d. 25% ‘ 3 |

Fisika




i 1 | Persentase | |
' Renovasi/Resto Penamb |
rasi/Overhaul = ahan

|
URAIAN [ JENIS dari Nilai = Masa

Perolehan E Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan) ]
>25% s.d 50% _____5______
>50%sd75% | 7
>75% 5.d.100% | 8
Alat Proteksi Overhaul | >0% s.d. 25% 2
radiasi / Proteksi 1 |
Lingkungan | {
[ >25%sd50% 4
>50% s.d 75% ]
T >75%s.d.100% | 5
Radiation Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Application &Non
Destructive
Testing laboratory ]
>25% s.d 50% 4
| >50% s.d 75% 5 |
>75% s.d.100% 5
Alat laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Lingkungan Hidup
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Peralatan Overhaul & >0% s.d. 25% 3
Laboratorium
Hidrodinamica
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8
Alat laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Standarisasi
Kalibrasi &
Instrumentasi J
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% S
>75% s.d.100% 5
 Alat Persenjataan
Senjata Api Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3

(
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Persentase

Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan
__ﬂé?{q_s_ii.looo/o 4
Persenjataan Non | Renovasi | >0% s.d. 25% 0
Senjata Api J
>25% s.d 50% 0 |
>50% s.d 75% 1|
>75% s.d.100% 1
Senjata Sinar Overhaul | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 0
>75% s.d.100% 2
Alat Khusus Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Kepolisian
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Komputer
Komputer Unit Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Komputer
>25% s.d 50% |
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Alat Eksplorasi
Alat Eksplorasi Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Topografi
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Eksplorasi Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Geofisika
>25% s.d S50% 4
>50% s.d 75% 5 |
>75% s.d.100% 5]
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1| Persentase |
Renovasi/Resto = Penamb |
l rasi/Overhaul | ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolchan | Manfaat
(Diluar ' (Tahun)
I B ~ Penyusutan)
Alat Pengeboran | i
Alat Pengeboran Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Mesin
>25% s.d 50% 4
- >50% s.d 75% 6
- T >75% 5.d.100% | 7
Alat Pengeboran Renovasi | >0% s.d. 25% 0
 Non Mesin
>25% s.d 50% 1
B - >50% s.d 75% 1
- | >75% 5.d.100% 2
Alat Produksi
Pengolahan dan
Pemurnian
Sumur Renovasi | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d S0% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Produksi Renovasi | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2 |
|
Pengolahan dan Querhaul . >0% s.d. 25% 3
Pemurnian
>25% s.d 50% S
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8
Alat Bantu Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Explorasi
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
|
Alat Bantu Overhaul | >0% s.d.25% | 2 |
Produksi !
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6 |
B >75% s.d.100% 7 |
| |

9
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‘ Persentase
‘ Renovasi/Resto  Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
| Perolehan Manfaat
' (Diluar (Tahun)
j Penyusutan)

Alat keselamatan
Kerja

Alat Deteksi

Overhaul | >0% s.d. 25% |

1
1 [ >25% s.d 50% | 2
2

- >50% s.d 75%

' >75% s.d.100% 3
B : I
Alat Pelindung "Renovasi . >0% s.d. 25% 0 %
| >25%sd50% O
i >50% s.d 75% | 1
>75% s.d.100% \L 2 |
| |
Alat Sar Renovasi | >0% s.d. 25% 1 0 %
>25%s.d50% 1 |
>50% s.d 75% 1 ;{
" >75% s.d.100% 2 |
| | |
Alat Kerja Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 ‘
Penerbang | '
>25%sd50% | 3 |
T >50%s.d75% | 4 |
\ >75% s.d.100% i 6 j
| I
Alat Peraga i
Alat Peraga Overhaul | >0% s.d. 25% 2 [
Pelatihan dan '
Percontohan
>25% s.d 5S0% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5
|
Peralatan Proses / I‘.
Produksi , 3
Unit Peralatan Overhaul | >0% s.d.25% | 2 |
Proses / Produksi | l 1
| | >25%sd50% | 3 |
‘, >50%sd75% | 4
% I >75% s.d.100% | 4 |
Rambu-rambu
Rambu-rambu QOverhaul | >0% s.d. 25% 1
Lalu lintas Darat
>25% s.d 50% 2

2
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Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
_ | >50%sd75% | 3
- 7”_—_—”"1—;7_5“/0 s.d.100% | 4
Rambu-rambu Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Lalu lintas Udara -
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2 |
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Lalu lintas Laut
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Peralatan Olah
Raga
Peralatan Olah Renovasi = >0% s.d. 25% 1
Raga
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Bangunan Gedung
Bangunan Gedung | Renovasi | >0% s.d. 25% b
Tempat Kerja
>25% s.d S0% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% S0
Bangunan Gedung  Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Tempat Tinggal
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Monumen
Candi/ Tugu Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Peringatan /
Prasasti
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Menara
Bangunan Menara | Renovasi | >0% s.d. 30% 5 |

borp
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URAIAN

' Persentase

Renovasi/Resto |
rasi/Overhaul
dari Nilai
Perolehan
(Diluar
Penyusutan)

Perambuan

>30% s.d 45% |

>45% s.d 65%

Tugu Titik Kontrol

/ Prasasti
Tugu / Tanda >0% s.d. 30%
batas
>30% s.d 45%
>45% s.d 65% |
Jalan dan :
Jembatan |
Jalan >0% s.d. 30%
>30% s.d 60%
>60% s.d 100%
Jembatan >0% s.d. 30%

>30% s.d 45%

>45% s.d 65%

Bangunan Air

Bangunan Air
Irigasi

>0% s.d. 5%

>5% s.d 10%

>10% s.d 20%

Bangunan
Pengairan Pasang
Surut

>0% s.d. 5%

>5% s.d 10%

>10% s.d 20%

Bangunan
Pengembangan
Rawa dan Polder

>0% s.d. 5%

>5% s.d 10%

>10% s.d 20%

Bangunan
Pengaman
Sungai/Pantai &
Penanggulangan
Bencana alam

>0% s.d. 5%

iy,




i Persentase
} Renovasi/Resto = Penamb
| ‘ rasi/Overhaul ahan
' URAIAN  JENIS dari Nilai Masa
‘ Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan) | |
>5% Sd -1901’9 ,,_.__‘% ------ 1
L P10%sd20% 3 |
| |
WBangunan ' Renovasi [*>0% s.d. 5% 1 |
Pengembangan | |
Sumber air dan |
' Tanah B I ! AP
SS5%sd10% | 2
510%s.d20% | 3 |
Bangunan Air Renovasi 0% s.d. 30% S
Bersih /Air Baku
~30% s.d 45% 10
~45% s.d 65% 15 |
Bangunan Air Renovasi >0% s.d. 30% S
Kotor B
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15 B
|
Instalasi '
Instalasi Air Renovasi 0% s.d. 30% 2
Bersih /Air baku
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Instalasi Air Kotor | Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
»45% s.d 65% 10
Instalasi Renovasi >0% s.d. 30% 1
Pengelolahan
Sampah
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Renovasi >0% s.d. 30% 1
Pengolahan Bahan
Bangunan
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Renovasi 0% s.d. 30% 5

i .
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Persentase ;
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan ‘ Manfaat
(Diluar (Tahun)
B || Penyusutan)
Pembangkit :
Listrik I
S  30%s.d45% 10
L A%%sd6S% | 15
Instalasi gardu Renovasi = >0% s.d. 30% | 5]
Listrik | S
>30% 5.d45% | 10|
““““““““ B >45% s.d 65% 15 |
|
Instalasi Renovasi | >0% s.d. 30% L
Pertahanan o 'ﬂ'
>30% s.d 45% 3 !
>45% s.d 65% 5 __i
|
Instalasi Gas Renovasi | >0%s.d.30% | 5 |
>30% s.d 45% lO;ﬂf
>45% s.d 65% 15 |
|
Instalasi Renovasi | >0% s.d. 30% 1
Pengaman -~
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Instalasi Lain Renovasi | >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Jaringan Air Overhaul | >0% s.d. 30% 2 |
Minum
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Jaringan Listrik Overhaul | >0% s.d. 30% a
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jaringan Telpon Overhaul | >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 5
>45% s.d 65% 10
Jaringan Gas Overhaul | >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10

t 7,
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Persentasc

Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dart Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
| Alat Musik Overhaul | >0% s.d. 25% J
Modern ;
= - - 1 >25(VQ bdc)Q%) B l., .
) >50% s.d 75% 2
- [>75% s.d 100% | 2
ASET TETAP !
DALAM |
RENOvASL . | :
Peralatan dan Overhaul | >0% s.d. 100% 2
Mesin dalam
renovasi ISR S
Gedung dan Renovasi | >0% s.d. 30% 5
bangunan dalam '
Renovasi . | |
o >30% s.d 45% 10
_>45%s.d65% | 15
Jaringan Irigasi Renovasi | >0% s.d. 100% 5
dan Jaringan /Overha
dalam Renovasi ul ]
11. Penambahan masa manfaat aset tetap karena

adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa
overhaul dan renovasi dihitung dengan rumus
sebagai berikut :

Penyusutan per

Nilai buku + Nilai penambahan

aset tetap

periode Sisa masa manfaat +
Penambahan masa manfaat
12. Jika sisa masa manfaat ditambah

dengan

penambahan masa manfaat lebih besar dari masa
manfaat di awal perolehan maka yang digunakan
adalah masa manfaat di awal perolehan.

13. Jika prosentasi

penambahan

masa manfaat

melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum
dalam tabel penambahan masa manfaat, maka
yang digunakan adalah batas tertingginya.

by



14.

15.

16.

17.

Terhadap perolehan aset tetap pada tahun
berkenaan, maka penyusutan dihitung
berdasarkan bulan penggunaan dan dilakukan

perhitungan  penyusutan pada akhir tahun
anggaran.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan aset
tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan,
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penilaian kembali, maka aset tetap akan
disajikan dengan penyesuaian pada masing-
masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak
diperkenankan karena kebijakan akuntansi
pemerintah daecrah menganut penilaian aset
berdasarkan  biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini
mungkin  dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam  hal ini laporan keuangan harus
menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep
biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta
pengaruh  penyimpangan tersebut terhadap
gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara

nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap
dibukukan dalam ekuitas.

G. AKUNTANSI TANAH

1

2.

Tanah  yang dimiliki dan/atau dikuasai
Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara
khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan
seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi
tentang akuntansi aset tetap.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah
tidak dibatasi satu periode tertentu untuk
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang
dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan
hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah,
Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya
untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus
diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

(%T/'(A) o
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3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah
pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh
Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan
atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus
lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang
dikuasal atau digunakan oleh pihak lain karena
tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas
tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus
kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam
laporan keuangan, sebagai berikut:

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan
yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset
tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah,
serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan;

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah
tersebut dicatat dan disajikan pada neraca
Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai
dan/atau menggunakan tanah cukup
mengungkapkan tanah  tersebut secara
memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan;

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa
atau proses pengadilan:

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan
tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh Pemerintah
Daerah, maka tanah tersebut tetap harus
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan,;

(S
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2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai
bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh
pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan  secara memadai  dalam
Catatan atas Laporan Keuangan,

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda,
namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan; dan

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda,
namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca
Pemerintah Daerah, namun adanya
sertifikat ganda harus diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah
Daerah yang berstatus tanah wakal tidak
disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah
pada neraca Pemerintah Daerah, melainkan
cukup diungkapkan secara memadai pada
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya
dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan
atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan dianggap tidak memiliki
manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang
akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala
Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

H. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan, yang
pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya.  Konstruksi  dalam  pengerjaan
mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset
tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode
waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan
melalui kontrak konstruksi padau umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari
satu periode akuntansi.
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Perolehan  aset dapat dilakukan dengan
membangun  sendin  (swakelola) atau melalu
pthak ketiga dengan kontrak konstruksi

Suatu benda berwujud harus diakul sebagai

Konstruksi dalam  Pengerjaan pada  saat

penyusunan laporan keuangan jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi
masa yang akan datang berkaitan dengan aset
tersebut akan diperoleh;

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara
andal; dan

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya
merupakan aset yang dimaksudkan digunakan
untuk operasional pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan
dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah

selesai dibangun dan sudah diserahterimakan

akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesual
dengan kelompok asetnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan

biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola

antara lain:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan
kegiatan konstruksi;

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan
pada umumnya dan dapat dialokasikan ke
konstruksi tersebut; dan

c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan
sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan

kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

c. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-
bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

d. biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan

e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang
secara  langsung  berhubungan  dengan
konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan

konstruksi pada umumnya dan  dapat

dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

a. asuransi;

b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang
secara tidak langsung berhubungan dengan
konstruksi tertentu; dan

c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan
untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan
seperti biaya inspeksi.

(ZGM V4



10. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi
mengenal  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  pada
akhir perode akuntanst.

a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan
berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu

penycelesaiannya,

b. nilai  kontrak
pembiayaannya,

konstruks:  dan sumber

c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

d. vang muka kerja yang diberikan; dan

e. retensi.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

Telah diteliti atas Lebendm;.;r;

AN
WO

5 | BAGIAN HUKUM
|} | oA UM J(:

Diundangkan di Kudus
pada tanggal ﬁ Juhi zdéo
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

gt __

SAM'ANI INTAKORIS
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

ﬂ‘ pada tanggal 1§ Juai 2070,

Plt. BUPATI KUDUS

WAKIL BUP

RTOPO

#320', NOMOR 28,
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